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ABSTRACT 

In order to maintain forest sustainability, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry 

stipulates that everyone is prohibited from occupying forest areas illegally. The birth of the 

Omnibus Law on the Job Creation Law changed several provisions stipulated in Law Number 

41 of 1999 concerning Forestry. One of the provisions that was changed was the provision 

regarding the criminal sanctions for occupying forest areas illegally. The method used in this 

study is normative legal research using a statutory regulatory approach. Based on Article 78 

Paragraph (1) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, it is stipulated that the 

criminal sanctions for occupying forest areas illegally are a maximum imprisonment of 10 

years and a maximum fine of IDR 5,000,000,000. Meanwhile, the Job Creation Law stipulates 

that anyone who intentionally occupies a forest area illegally can be punished with a 

maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of IDR 7,500,000,000. Comparison 

of the sanctions for the crime of illegally occupying a forest area in Law Number 41 of 1999 

concerning Forestry and the Job Creation Law in terms of imprisonment, it turns out that the 

punishment is still the same, while in terms of fines, the punishment has increased from the 

previous amount of the fine. 
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ABSTRAK 

Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merubah beberapa ketentuan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Salah satu 

ketentuan yang diubah adalah ketentuan mengenai sanksi tindak pidana menduduki kawasan 

hutan secara tidak sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa 

sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000. Sementara itu, dalam 

Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menduduki 

kawasan hutan secara tidak sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000. Perbandingan sanksi tindak pidana 

menduduki kawasan hutan secara tidak sah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan dan Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pidana penjara ternyata 

hukumannya masih sama, sedangkan dari sisi pidana denda hukumannya mengalami 

penambahan dari jumlah denda sebelumnya. 

Kata kunci: Tindak Pidana, Sanksi, Menduduki Kawasan Hutan 
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PENDAHULUAN 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber 

daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang tidak 

dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain (Utama, 2020). Hutan merupakan kekayaan 

alam yang tidak ternilai harganya. Selain dijadikan penyangga kehidupan manusia, hutan juga dapat 

menjadi modal dasar pembangunan nasional karena hutan memiliki manfaat yang nyata, yaitu 

manfaat ekologi, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi (Joni, 2015). 

Dasar hukum yang mengatur mengenai hutan di Negara Indonesia adalah Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, maka dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa (Murhaini, 2022): 

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. 

2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan 

hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan 

hutan. 

3. Setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan 

hutan secara tidak sah. 

4. Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. 

5. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. 

6. Setiap orang dilarang membakar hutan. 

7. Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam 

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 

8. Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari 

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 

9. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau 

eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. 

10. Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 

11. Setiap orang dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk 

secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. 
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12. Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang. 

13. Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 

memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 

berwenang. 

14. Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran hutan 

dan kerusakan hutan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke 

dalam kawasan hutan. 

15. Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan 

satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang. 

Salah satu larangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah 

menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja 

yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan. Salah satu ketentuan yang diubah adalah ketentuan mengenai sanksi tindak 

pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan sanksi tindak pidana menduduki kawasan 

hutan secara tidak sah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan 

Undang-Undang Cipta Kerja? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah 

dalam menganalisa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan melalui Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan diundangkan 

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk (Hariadi, 2023): 

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan 

perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang 

seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam 

kesatuan ekonomi nasional. 

2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, 

penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. 

4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan 

ekosistem investasi serta kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang 

berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan berpedoman pada ideologi Pancasila. 

Undang-Undang Cipta Kerja merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan diubah sehingga menjadi berbunyi: 

1. Setiap orang yang diberi perizinan berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan 

yang menimbulkan kerusakan hutan. 

2. Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah. 

3. Setiap orang dilarang membakar hutan. 

4. Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki 

hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

5. Setiap orang dilarang menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari 

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 
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6. Setiap orang dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk 

secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. 

7. Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 

kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 

kawasan hutan. 

8. Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan 

satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa 

persetujuan pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

diatur bahwa sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu pidana penjara 

paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Iqsandri, 2023). 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa setiap orang yang dengan 

sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Huruf a, yang salah satunya yaitu menduduki 

kawasan hutan secara tidak sah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000. 

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah dari sisi pidana penjara ternyata hukumannya masih sama, yaitu pidana penjara paling 

lama 10 tahun. Sedangkan, sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah dari sisi 

pidana denda mengalami kenaikan dari sebelumnya maksimal Rp5.000.000.000 bertambah menjadi 

maksimal Rp7.500.000.000. Perbandingan sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang 

Cipta Kerja dari sisi pidana penjara ternyata hukumannya masih sama, sedangkan dari sisi pidana 

denda hukumannya mengalami penambahan dari jumlah denda sebelumnya. 

 

KESIMPULAN 

Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak 

sah. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merubah beberapa ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Salah satu ketentuan yang 

diubah adalah ketentuan mengenai sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 

Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur 

bahwa sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000. Sementara itu, dalam Undang-



 

Jotika Research in Business Law 

Vol. 4, No. 2, Juli 2025, 46-51 

 

51 

Undang Cipta Kerja diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp7.500.000.000. Perbandingan sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-

Undang Cipta Kerja dari sisi pidana penjara ternyata hukumannya masih sama, sedangkan dari sisi 

pidana denda hukumannya mengalami penambahan dari jumlah denda sebelumnya. 
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